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I. UMUM

Dalam rangka mewujudkan komitmen dan kesungguhan pemerintah
untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak Penyandang
Disabilitas yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan
kesejahteraan Penyandang Disabilitas telah disahkan Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang
Disabilitas ini menjamin Pemenuhan Penyandang Disabilitas dalam segala
aspek kehidupan seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan, politik dan
pemerintahan, kebudayaan dan kepariwisataan, serta pemanfaatan
teknologi, informasi, dan komunikasi.

Salah satu hak Penyandang Disabilitas adalah hak untuk
mendapatkan pekerjaan. Pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha
milik negara, dan badan usaha milik daerah wajib mempekerjakan paling
sedikit 2% (dua persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau
pekerja dan untuk perusahaan swasta wajib mempekerjakan paling
sedikit 1% (satu persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau
pekerja.

Untuk itu, pemerintah dan pemerintah daerah wajib menjamin
proses rekrutmen, penerimaan, pelatihan kerja, penempatan kerja,
keberlanjutan kerja, dan pengembangan karier yang adil dan tanpa

Diskriminasi kepada Penyandang Disabilitas. Dalam mendukung
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II.

Pemenuhan untuk mendapatkan pekerjaan tersebut pemerintah daerah
wajib  memiliki unit layanan  disabilitas pada dinas yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang
ketenagakerjaan.

Peraturan Pemerintah ini antara lain mengatur sumber daya ULD
Ketenagakerjaan, tugas ULD Ketenagakerjaan, pemantauan dan evaluasi,

pelaporan, pembinaan, dan pengawasan, serta pendanaan.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “unsur masyarakat” adalah orang yang

mempunyai kompetensi di bidang disabilitas.

Pasal 7
Cukup jelas.



Pasal 8
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
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Yang dimaksud dengan “pemerintah” termasuk badan usaha

milik negara.

Yang dimaksud dengan “pemerintah daerah” termasuk badan

usaha milik daerah.
Huruf c

Cukup jelas.
Huruf d

Cukup jelas.
Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d

Yang dimaksud dengan “pendampingan lain” termasuk

penyediaan juru bahasa isyarat.

Pasal 12
Huruf a

Cukup jelas.
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Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Hurufd
Cukup jelas.
Huruf e
Yang dimaksud dengan “pendampingan lain” termasuk

penyediaan juru bahasa isyarat.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.





